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MUTASI
KEPEGAWAIAN

DEFINISI

Mutasi adalah perpindahan tugas danlatau

lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-
Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-
Instansi Daerah, antar-lnstansi Pusat dan
Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara
Indonesia di luar negeri serta atas permintaan
sendiri.

ﬁ bkdjatengprov @bkdprovjateng X @bkdjatengprov @ BKD Provinsi Jawa Tengah



DASAR KETENTUAN

® UU ASN tahun 2023
Aparatur Sipil Negara

@® PP 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020
Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS

@ Perpres 116 Tahun 2022

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standatr,

Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara

® PermenPAN&RB 22 Tahun 2021
Pola Karier PNS

® Perka BKN 5 tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Mutasi o




DASAR KETENTUAN

©® Perka BKN 7 Tahun 2023

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

® SE Kepala BKN 7 Tahun 2024
Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi Dalam Rangka

Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawal
Aparatur Sipil Negara

©® Perka BKN 16 Tahun 2022

Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada
Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah

® SE Gubernur Jawa Tengah nomor 800.1.3/572 TAHUN 2025

Pedoman Pelaksanaan Mutasi Internal dan Antar Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
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Ruang Lingkup

Fokus pembahasan pada pertemuan kali ini pada
bab Mutasi diantaranya adalah:

Ruling Pertama Ruling Kedua
Mutasi Internal dan antar OPD Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana

Ruling Ketiga
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l. Mutasi Internal dan
Antar OPD

O1 Mutasi Internal dan Antar OPD

02 Mutasi Hasil Lulus asesmen naik kelas

Mutasi Kurang 2 tahun dari riwayat Mutasi

terakhir

03

Mutasi dalam rangka Tour Of Duty tour of

04
area

o5 Mutasi hasil Hukdis
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JATENG

I. ALUR PROSES MUTASI DALAM SATU OPD DAN ANTAR OPD
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Verifikasi Mcg'ﬂpkmwﬂa Review usulan
i s kepada Tim rencana multasi
o ona (- berkas oleh s Penilai —|  Oleh Tim
Tim Verikator Kinerja/TPK PNS
kepada BKD : Penllai
Mutasi BKD Provinsi Jawa Kinerja/TPK
Tenaah
Usul
Rekomendasi/Pert Pe;iyagwapaian
mbangan Mutasi pertimbangan
kepgtaia BKN mutasidari TPK | *
melalui aplikasi |- kepada Gubernur
MUT oleh BKD selaku PPK

Usulan terkirim ke
BKN

Usulan diterima
BKN

Periode Mutasi
selesal

| Dapat diusulkan Kembali pada

‘_perlode mutasl selanjutnya |
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Prinsip Mutasi internal

Pemprov Jateng
0] Kebutuhan Organisasi
22 Kualifikasi Pendidikan
03 Pengalaman

04 Rekam Jejak kinerja

05 Integritas Pegawai

06 Kompetensi
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Persetujuan PPK

Setiap usulan mutasi, baik internal OPD
maupun antar OPD, wajib memperoleh
persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) berdasarkan Pertimbangan Tim Penilai
Kinerja PNS
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Ketentuan khusus Mutasi
internal

Mutasi internal dan antar OPD pada
prinsipnya dapat diusulkan setelah PNS
‘ menjalani masa kerja jabatan dan unit kerja
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun sejak TMT mutasi terakhir
sebagaimana tercatat pada riwayat SIASN
BKN, namun PNS dapat diusulkan mutasi
kurang dari 2 (dua) tahun sesuai dengan

ketentuan.
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Ketentuan khusus Mutasi
internal

3. Periodesasi Mutasi
a) Usulan mutasi dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun sesuai jadwal terlampir;
b) Usulan mutasi di luar periode hanya dapat dilakukan berdasarkan :
1) Petunjuk dan persetujuan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk
percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai dengan kriteria tertentu;
2) Kondisi khusus lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur selaku PPK.

5. Asesmen Mutasi Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana PNS
Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana dilaksanakan paling E.EdIklt -1 (satu) kali dan paling
banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Usul Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan
Pelaksana Juga memiliki periodesasi sebagaimana terlampir pada

Edaran




KETENTUAN

Mutasi Internal dan antar OPD
Pemprov Jateng

a) Berstatus PNS Aktif;

b) Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimum sesuai dengan ketentuan Jabatan yang dituju;

c) PNS yang diusulkan mutasi adalah PNS yang menduduki Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional;

d) Setiap usulan mutasi wajib memperoleh persetujuan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
atas pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah;

e) Setiap usulan mutasi wajib diproses melalui aplikasi I-MUT dan divalidasi berdasarkan data SIASN
BKN;

f) Usulan Mutasi yang menyebabkan kenaikan kelas jabatan wajib didahului dengan asesmen kenaikan
kelas jabatan pelaksana;

g) Usulan mutasi tidak boleh mengakibatkan penurunan kelas jabatan, kecuali karena penjatuhan
hukuman disiplin yang memang mengharuskan penurunan jabatan;

h) Setiap usulan mutasi wajib diusulkan kepada BKD melalui platform digital khusus untuk mutasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

i) Usulan mutasi kepada BKD hanya dapat diajukan oleh Kepala OPD, tidak boleh diajukan secara
pribadi oleh PNS;

j) Persentase penilaian asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana ditetapkan melalui rapat panitia
asesmen BKD;

k) Periode pengusulan mutasi hasil lulus asesmen mengikuti jadwal periodesasi mutasi reguler dalam
satu OPD maupun antar OPD;

) Sertifikat hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana berlaku sebagai rekomendasi dan
salah satu syarat pengangkatan (mutasi) dalam jabatan pelaksana di kelas yang lebih tinggi, dengan
masa berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Mutasi Internal dan antar OPD
Pemprov Jateng (reguler)

® Telah melaksanakan tugas jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan

dan unit organisasi terakhir berdasarkan TMT mutasi terakhir pada Riwayat
SIASN BKN

@ surat usul yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD Pengusul
(asal) Kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

@ Surat pernyataan ketersediaan formasi dan kesediaan menerima dari OPD
Tujuan untuk mutasi antar OPD

@ Setiap unsur Penilaian Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit
bernilai “baik” Kepegawaian
® Tidak sedang menjalani Tugas Belajar

@ Peta jabatan terkini yang sesuai dengan data ketersediaan formasi pada SIASN
Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN dan ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala OPD Pengusul (asal) dan/atau Kepala OPD tujuan;




Mutasi Internal dan antar OPD
Pemprov Jateng (reguler)

® Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama
periode usul mutasi berjalan

@ Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang
atau berat selama periode usul mutasi berjalan

@ Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan

@ Tidak sedang menjalani penugasan di luar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah

® Untuk jabatan fungsional, ketersediaan formasi pada SIASN perencanaan wajib
sesuai dengan rekomendasi formasi dari Menteri PAN&RB



Mutasi Internal dan antar OPD
Pemprov Jateng (hasil lulus asesmen)

@® Untuk mutasi hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS
berlaku tambahan persyaratan berikut :

1.Surat Pengumuman hasil akhir asesmen kenaikan kelas jabatan
pelaksana PNS dari BKD Provinsi Jawa Tengah;
2.Sertifikat kelulusan hasil asesmen kenaikan kelas jabatan

pelaksana PNS
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Retferensi

Mutasi kurang dari 2 (dua) tahun

Pasal 8 ayat (2) Permenpan Pola Karier menyebutkan idealnya mutasi dapat dilakukan paling
sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun

NANUN

Berdasarkan Diskresi Kepala BKN yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan
Digitalisasi Manajemen ASN pada kegiatan Sosialisasi Automasi Aplikasi I-MUT tanggal 4 Juli 2025

Mutasi Kurang dari 2 (dua) tahun diizinkan, sepanjang dilampiri dengan SPTJM dari PPK
Sehingga pada saat proses usul aplikasi I-MUT, tidak akan ditolak oleh sistem, sepanjang
melampirkan berkas dimaksud




Mutasi Internal dan antar OPD Pemprov
Jateng (Kurang dari 2 tahun)

Khusus untuk mutasi internal OPD dan antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun dari Riwayat mutasi
terakhir berlaku tambahan persyaratan wajib sesuai permintaan aplikasi I-MUT BKN, sebagai
berikut :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani secara
elektronik/manual oleh Kepala OPD Pengusul (asal) (dapat berbentuk nominatif kolektif dan
materai dapat berbentuk elektronik/konvensional) untuk mutasi internal dan antar OPD;

2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani secara
elektronik/manual oleh Kepala OPD Penerima (dapat berbentuk nominatif kolektif dan
materai dapat berbentuk elektronik/konvensional) apabila PNS diusulkan mutasi antar OPD

3.Nota dinas kajian yang menyatakan urgensi mutasi PNS yang diusulkan kurang dari 2
(tahun) dari riwayat TMT mutasi terakhir yang ditandatangani oleh Kepala OPD Pengusul
(asal) ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan pertimbangan khusus yang telah ditentukan dalam edaran ini;

4. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan
mutasi kurang dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;

5. SPTIM Gubernur.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETSR



Ketentuan mutasi internal dan
antar OPD kurang dari 2 tahun

& Kebutuhan organisasi mendesak

@ Pengisian jabatan yang lowong dan strategis, Pelaksanaan

program prioritas yang membutuhkan kompetensi tertentu,

dan Kondisi layanan publik yang berpotensi terganggu
apabila tidak segera dilakukan penempatan pegawai.

Perubahan Struktur Organisasi

Pembentukan Uker Baru, Habus Gabung Unit,




Ketentuan mutasi internal dan
antar OPD kurang dari 2 tahun
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Hasil Evkin dan asesmen kompetensi

Pegawali tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan optimal berdasarkan
evaluasi kinerja, Hasil asesmen kompetensi menunjukkan pegawai lebih sesual
ditempatkan pada jabatan lain; atau ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi

pegawail dengan tugas jabatan saat ini

Alasan Khusus Lainnya

1. Kondisi Kesehatan PNS;

2.Perubahan keadaan pribadi atau keluarga yang mendesak;
3.Keamanan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan

4. Alasan khusus lainnya atas persetujuan Gubernur selaku PPK

19




~E——
Persyaratan mutasi dalam satu instansi

kurang dari 2 tahun (Part 1)
Wajib

« Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah
melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku

« SPTIJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);

* Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;

« SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang
dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
« SPTIM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

1. Kebutuhan organisasi mendesak
« Analis kebutuhan formasi jabatan khusus dalam rangka mendukung kinerja organisasi/program prioritas nasional dan

Gubernur, yang dituangkan dalam Nodin Kajian Urgensi dari OPD Pengusul

2. Perubahan SOTK
« Pergub SOTK terbaru;
« Kepgub Peta Jabatan Terbaru;

* Berlaku ketentuan Staffing ASN yang term and conditionnya disampaikan pada saat proses usul Staffing berlangsung oleh
BKD
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Persyaratan mutasi dalam satu instansi

kurang dari 2 tahun (Part 2)
Wajib

« Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah
melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku

« SPTIJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);

* Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;

« SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang
dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
« SPTIM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

3. Hasil Evaluasi Kinerja dan Asesmen Kompetensi
« SKP menunjukan predikat kinerja dibawah Baik (Cukup, Kurang, Sangat Kurang) paling sedikit dalam 1 tahun terakhir -

untuk kategori Hasil evaluasi kinerja PNS tidak optimal dan dalam rangka pembinaan sikap perilaku PNS;
« Hasil asesmen kompetensi dari Upenkom BKD - untuk kategoril hasil asesmen Kompetensi dalam rangka
menempatkan pegawai sesuai dengan Potensi dan kompetensi nya.
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Persyaratan mutasi dalam satu instansi

kurang dari 2 tahun (Part 3)
Wajib

« Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah
melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku

« SPTIJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);

* Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;

« SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang
dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;

« SPTIM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

4. Alasan Khusus Lainnya
4a. Kondisi Kesehatan
« Surat Keterangan Medis

4b. Perubahan keadaan pribadi atau keluarga yang mendesak

» Surat Keterangan Medis, jika itu keluarga sakit keras dan diharuskan untuk merawat keluarga atau apabila dalam rangka
program hamil, dll;

» Surat keterangan lain yang resmi apabila kondisi tersebut berkaitan dengan finansial, atau kategori lain yang mendesak



e

4c. Keamanan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan

* Evidence objektif berupa bukti visual, atau dokumen yang menunjukkan lokasi kerja tidak aman bagi keselamatan yang

bersangkutan, dan bukti tersebut harus mendapat persetujuan Kepala OPD;

4d. Alasan Khusus Lainnya atas Persetujuan Gubernur

« Evidence objektif berupa bukti visual, atau dokumen yang menunjukkan alasan yang bersangkutan mengajukan pindah,
dan atas petunjuk Gubernur, bisa untuk mutasi naik kelas jabatan pelaksana bagi PNS yang belum 2 tahun dari riwayat
mutasi terakhir.




Mutasi Dalam rangka tour
of duty tour of area

=

&

Masa kerja pada jabatan dan/atau unir
kerja terakhir

Proses mutasi ini ditujukan bagi pegawai yang telah
melaksanakan tugas pada jabatan dan/atau unit kerja
terakhir paling singkat 2 (dua) tahun, dan paling lama 5
(lima) tahun, artinya dalam range waktu tersebut PNS
memasuki masa ideal untuk dilakukan penyegaran
organisasi, untuk menghindari :

1. Kejenuhan bekerja PNS;

2.Mengurangi tingkat stress PNS;

3.Mencegah lahirnya mafia layanan;

4 Meningkatkan kinerja organisasi.




Persyaratan Mutasi Dalam rangka tour
of duty tour of area

4. Mutasi dalam rangka tour of duty dan tour of area
A. Persyaratan Administrasi :

1) PNS telah menduduki jabatan dan/atau unit kerja terakhir maksimal 5 (lima) tahun berturut-
& turut diusulkan untuk mutasi internal OPD, dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang tidak
memiliki ketersediaan formasi di unit kerja yang lain;
m 2) Khusus untuk PNS yang berada pada UPTD Provinsi Jawa Tengah, mutasi dilakukan
dengan tetap memperhatikan domisili pegawai yang bersangkutan;

3) Bagi Kepala OPD yang tidak bersedia melakukan mutasi dalam rangka tour of duty dan tour
of area, agar dapat menyampaikan telaahan kepada Gubemur selaku Pejabat Pembina
awaian,
4) Syarat dan ketentuan sesuai dengan ketentuan pada mutasi internal OPD.

B. Tahapan :

1) OPD melakukan pemetaan terhadap PNS yang telah memenuhi syarat masa kerja 5 (lima)
tahun dalam jabatan dan/atau unit kerja terakhir,

2) Atas dasar hasil pemetaan tersebut, OPD mengusulkan mutasi melalui platform/aplikasi
digital khusus usul mutasi yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah; |

3) Tahapan lain menyesuaikan dengan ketentuan surat edaran ini pada bab mutasi internal
OPD.

C. Ketentuan Tambahan :

1) Untuk mutasi antar OPD dalam rangka tour of duty dan tour of area, dilaksanakan
berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Badan
Kepegawaian Daerah,

2) Proses mutasi antar OPD dalam tour of duty dan tour of area dilaksanakan berdasarkan
kebutuhan organisasi dan diutamakan untuk mendukung keberlanjutan visi dan misi
Gubernur;

3) Tahapan lain menyesuaikan dengan ketentuan surat edaran ini pada bab mutasi antar OPD. 25




Mutasi Karena Hukdis

Mutasi PNS akibat keputusan Hukuman

y ° ° °
—~ Disiplin
Ng P
\ =y
~
— 5. Mutasi PNS karena Hukuman Disiplin

A. Persyaratan Administrasi :
1) Surat Keputusan dari Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
2) Berita Acara hasil rapat penetapan jabatan dan unit kerja PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
pembebasan jabatan/penurunan jabatan.
B. Tahapan :
1) Penempatan PNS yang terkena Hukuman Disiplin, diputuskan oleh Gubernur selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian/pejabat yang diberikan mandat oleh Gubernur;
2) Keputusan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak dan tidak dapat
diganggu gugat selama sesuai ketentuan yang berlaku.

26




ALUR MUTASI o

Mutasi Internal OPD

G & R [

Penyampaian Usul Perencanaan
mutasi kepada TPK/Baperjakat

ZeeBlm 4l

PNS Mengajukan Kepala OPD mengusulkan BKD melakukan PNS Instansi
Mutasi/berdasarkan PNS yang akan dimutasi | 2
kebutuhan organisasi lengkap dengan persyaratan

Gubernur
memberikan

BKN

BKD Proses Input . menyampaikan BA  pertimbanaan
. . Kepala !BKN di I-MUT persetujuan TPK kepada TPK/B ‘gk t
SK mutasi yg di TTE menerbitkan o ok aperjaKa
oleh PPK terbit rekom/pertek otomatis Gubernur selaku
melalui I-MUT, sistem PPK

akan auto update melalui email PPK

pada riwayat jabatan
SIASN BKN

Notes : Mutasi hasil lulus asesmen naik kelas proses juga sama seperti
diatas




ALUR MUTASI

Mutasi Antar OPD

KK}

N\ > BA
Pertimbangan
Penyampaian Usul Perencanaan TPK/Baperjakat
PNS Mengajukan Kepala OPD asal Kepala OPD Tujuan Kepala OPD asal mutasi kepada TPK/Baperjakat
Mutasi mengajukan surat menerbitkan surat menerbitkan surat usul PNS Instansi
permohonan kesediaan kesediaan sekaligus kesediaan
menerima kepada OPD menerima mutasi melepas Kepada Verval

Tujuan PNS Gubernur cg. BKD

INTEGRATED MUTASI

Validasi otomatis I-MUT GUbem.ur BKD
memberikan .
Ui menyampaikan BA
Kepala BKN BKD Proses Input persetijuan TPK kepada
SK mutasi yg di TTE menerbitkan di I-MUT Gubernur selaku
oleh PPK terbit rekom/pertek otomatis PPK
melalui I-MUT, melalui email PPK

sistem akan auto
update pada riwayat
jabatan SIASN BKN

Notes : Mutasi hasil lulus asesmen naik kelas proses juga sama seperti
diatas




Mutasi Internal OPD Kurang dari 2 (dua)
tahun

Kepala OPD mengusulkan PNS yang
akan dimutasi lengkap dengan
persyaratan mutasi internal + SPTIM

PNS Mengajukan
Mutasi/berdasarkan

kebutuhan organisasi @ MMutasi kurang dari 2 tahun

il
et i
= 48
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e
s

Valida{si otomatis I-MUT

BKN
Kepala BKN
menerbitkan

rekom/pertek otomatis
melalui email PPK

SKmutasiyg di TTE
oleh PPK terbit
melalui I-MUT, sistem
akan auto update
pada riwayat jabatan
SIASN BKN

BKD melaijkan
Verval

Kepala OPD + Nota dinas Kajian urgensi

B | i =
[T S )
R
I — - 1
e

INTEGRATED -MUT}\SI

I
dEz=B10 4. 28

Penyampaian Usul Perencanaan
mutasi kepada TPK/Baperjakat
PNS Instansi

Gubernur
BKD Proses Input meerr:ek‘)tiqjk;r? menyampaikan BA Pertimbangan
di I-MUT P - TPK kepada TPK/Baperjakat
sekaligus
: Gubernur selaku
menerbitkan PPK

SPTIM Gubernur
atas dasar SPTIM
dan kajian Kepala
OPD pengusul
apabila disetujui
oleh Gubernur




ALUR MUTASI

Mutasi Antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun

Kepala OPD Tujuan
menerbitkan surat
kesediaan menerima
mutasi PNS + SPTIM
mutasi kurang dari 2
tahun dari OPD Tujuan

Kepala OPD asal
mengajukan surat
permohonan kesediaan
menerima kepada OPD
Tujuan

PNS Mengajukan
Mutasi

SK mutasi yg di TTE
oleh PPK terbit
melalui I-MUT,

sistem akan auto
update pada riwayat
jabatan SIASN BKN

Kepala OPD asal menerbitkan
surat usul sekaligus kesediaan
melepas Kepada Gubernur cq.
BKD + SPTIJM OPD asal +
Nodin Kajian kepada Gubernur

BKD melakukan
Verval

Validsi otomatis I-MUT

BKN

Kepala BKN
menerbitkan
rekom/pertek otomatis
melalui email PPK

-MUT

INTEGRATED MUTASI

| I

BKD Proses Input
di I-MUT

Penyampaian Usul Perencanaan
mutasi kepada TPK/Baperjakat
PNS Instansi

Gubernur
memberikan
persetujuan +

SPTIM Gubernur

atas dasar SPTIM

Kepala OPD asal
dan Tujuan

BA
Pertimbangan
TPK/Baperjakat

BKD
menyampaikan BA
TPK kepada
Gubernur selaku
PPK
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LAMPIRAN V

SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR s B00. 1. 3872 TAHUN 2028

TANGGAL : 26 Novermber 2025

TENTANG FETUNJUK TEKNIS FELAKSANAAN MUTASI INTERNAL

DAN ANTAR ORGANISAS! PERANGHAT DAERAH PEGAWAI

;‘E!GngﬁL DI LINGKUNGAN PEMERINTAM PROVINSI JAWA
N

CONTOH
SURAT USUL MUTASI INTERNAL DARI OPD PENGUSUL KEPADA GUBERNUR
{KOP SURAT}

Nomor
Siat
Lampran
Hal

ZSom
-1 Bende!
: Usul Mutasi PNS Intermal OPD panode

Yth. Gubomer Jawa Tengah
o.q Kapale BKD Provine| Jeas Tongah

Semarang

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barsama o dergan hormat, Kami sampaikan usd mulasl PNS di Dinas/Badan |
. S8jumiah..... sebagamana terlampir pada lamesran surat bankut,
Mutasi ini diisksanakan dengan komitmen : |
1. Tersedia formasl paca Ehatan dan ueil kerja sebagaimana teesebut pada lajur.  lampiran
surat ini uniuk dapet disl melaki mekanisme mutasi intemal OPD; |
2. Formasl yang lowong telsh disinkronisasi dergan kelersedaan formasi pada SIASN |
Layanan Perencansan Kebutuhan ASN BKN;
3. Beranggung jawab iemadap kevaldan data yang disampaikan kepada BKD untuk kemudian [
diproses dalam usul mutass;
4 Berseda menarima validasi ccomatis Tolek dard sisteen FMUT apabils diogatakan Soax |
tersecha formasi pada jabatan sast inl dan hjuan dkarenakan befum melatuian updating
dats jabatan pada SIASN Layanan Perencanusn Kebuluban ASN BXN sera kederangan |
varidaai lolak weaya dan sistem FMUT,
5. Bomeda menanma hast vertiasi dan validas dari BKD Provinai Jowa Tengah dan BKN |
apabiia usulan dryatakan tidak memanubl syarat sesual ketantuan yang baraku, I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Sebogei perimbangan, kami sertskan kelengespan berkss yang bersangkutan umiuk
mandspat penyEessian SeagHMana Mesinge SESusl dengan dengan petuniuk pece Surst
Edaran Gubernur Sawa Tengah nomor...tanggal... tenta

Demikian disampeskan dan mohon petunjuk lebi tanjut

KEPALA OPD

...........................

Cobasmen b bt GLa i 250 5000 el 0rik NErgOINARN 3¢ IR bk
PN SuebEbcn SN B0iL) Bl Sonaas Botpo ek [ESE], Bacon S 0 Sonct Negeno (BSSN|
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TEMPLATE SURAT USUL MUTASI INTERNAL
KEPADA GUBERNUR

FiRaH
EEIRAT B PA LR CISASEANAR .

TANDGAL -

CONTOH
LAMPIREAN BURAT USLL BUTAS INTERNAL DARI OPD PEHGUSUIL KEFADS, CLBEIRILN

HOMMNATIF LEAJL WUTKE! INTERRAL OFT FERIDOETWY. .,
DERASMADAN

Ho HarmHIF Pargknt! . dutovon den | Jabaias che Ksterargan | Keisrmsslasn Falerssciaan
| miEkn wifl Hirga Ul Mt Wi Lasl gt Wulidl T Tl
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LAMPIFAR VI

SURAT EDARAN GUBERNLUR JAWA TEMGAH

HOMOR D 80013572 TAHUMN 2025

TANGEAL : 3G Mowermber 2025

TEMTANG FETURNIUK TERMIS PELAKSANAAN MUTAST INTERMAL
DiW ANTAR DORGANISAS] PERANGEAT DAERAH FEGAMA

MEGERI SIPIL DY LINGKLNGAN PEMERINTAH PROVINGE JAWA
TEWGAH

COMTOH
SURAT PERMOHONAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN
KESEDIAAN MENERIMA PNS MUTASI ANTAR OFD DARI OPD ASAL

{KOP SURAT]
Barnarang,
Momor
Sitat  Segem
Lampiren i1 Bargal
Had : Permohonan Surat Katersediaan Formasi dan

Kesedizan Menerima PSS mutas Antar OFPD

rth, Kepala BadanDinasBio....
dj-
ELmarang

Bersama ini dengan hormat, kamé usulkan nama-nama ledampir pada lampiran sural
sarikut patul diesulan mulash dan Dinas'Badas ke DinasBadan, ...

Setagai pertimbangan, kami serlakan kelengkapan berkas yang barsanghutan unbuk
rmendapat penyelesalan ssbagalmana mestinys sesual dengan Keteniuan yang beraku.

Sehubungan dangan hal tersebut kami mohon persatujuan terulis dari Kepsla
Badan/Dirnas/Bire...berupa  Surat an Hatersediaan fcomasi dan kessdiaan
menerima PG imana {erampir, sebagal salah satu syarat wajib dalam proses mutasi
antar OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Bemikian atas perhatianrya, kami sampaiken berima kasin

HEPALM QFD AGAL

Dokmios il tah dtancalangani cocam sekonk nos sanFint olgdronii
iy dhaiifuan olah Bals Baa ke Sortillas Elsianeni (BERS), Bacan Scher dan Sand g ars [BE5A

TEMPLATE SURAT PERMOHONAN DARI OPD ASAL TENTANG

KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS/BADAN.. ..

NOMOR

TANGGAL

CONTOH LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN
MENERIMA PNS MUTASI ANTAR OPD DARI OPD PENGUSUL

NOMINATIF PERMOHONAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA PNS MUTASI ANTAR OPD

Dokumen ini telah dtandatangani secara eledtionk menggunakan serifikat elekironix
yang dterbitkan oleh Balai Basar Sertifkasi Blekronik (BSAE), Badan Siber dan Sand Negars (BSSN).

No Nama/NIP Pangkat/Gol | TMT Mutasi | Jaebatan dan Jabatan dan Unit | Keterangan
terakhir Unit Kerja Asal | Kerja Tujuan
(Jabatan
dan/atau Uner)
FEl= 2 3 4 5 = 6 =
1. | Enrekang Bud| Hkayat, S.Kom Penata 01-09 2022 Penelaah Teknis | Penetaah Teknis
NIP. 18960820201890001 Mudai(llifa) Kebijakan pada | Kebljakan pada
Bidang Mutasi Bidang
BKD Jateng Keterpaduan
Disperakim Prov.
Jateng
2. | Ahmed Khumiz. S.AP Penataf(lillc) | 01-09-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIP. 18960820201990001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi Bidang
BKD Jateng Keterpaduan
Disperakim Prov.
Jateng
3. | Windy Febriani, S.Psi.,Psi Penata/ (lilfc) | 01-09-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIP. 18960820201980001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang PKP Bidang
BKD Jateng Keterpaduan
Disperakim Prov,
Jateng
ast
KEPALA OPD
(TTE}




TEMPLATE SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA
DARI OPD TUJUAN, UNTUK MUTASI ANTAR OPD

LAMPIRAN Vil

SURAT EDARAN GUBERMNUR JANWA TENGAH

HOMOR 2 RO AGT 2 TAHLM 2025

TaRGEAL 1 36 Nowamber 2025

TENTANG FETUNJUR TEKMES PELAKSAMNASAN MUTAS] INTERMAL
Dax ANTAR ORGAMISAS! PERANGEAT DAERAH PEGAVWA
%EEFIJ SOPIL O LINGHLINGAN PEMERINTAH PROVINGD JAWA

COMTOH
SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMAS! DAN KESEDLAAN MEKNER LA
UNTUE MUTAS! ANTAR OFD DARI OPD TUJUAN

{HOP SURAT)
Bamarang, ..
Momar
Sifat - Segara
Lamplan 21 Banded
Hal : Bural Pemyaisan Ketergadisan Formasi Dan Kasadisan

henerima untuk mutass antar OFD an  di . {orang)
Yih. Kepala QP D asal (fedampiry
Os
Tempat

Dalam rangka pemochonan usul mutasi antas 0P0 ke DinasBadanBumab sakit......

Unbuk keperuwan usul mutasi namasnama tedampir difansesh inic

Dangan inl kami menyataken |

1 Tarsedia formasi peda jahatan dan unit kerja sebagalmana terssbul pada ajur. . lampian
surad ini unfuk dapat diisi melab mekanisme mubasi andar DP0;

2. Bersadia menerima PHS yang divsulkan dai OPD asal, sebagaimana lersebul pada lajur 2
Iampiran surst ind pads Urill kera sebagaimans teraebal pads lsur 6 lampran sural inl

3 Formas! yarg lowong leleh dsnkronisas dengan kelersadizan formasl pada SIASH
Lavanan Perancanaan Kebutuhan ASH BEH;

4 Bertanggung jawasb berbadap kevalidan data yang disampaikan kepada BKD unuk kermudisn
diproses dalam wsul mutess,

5 Bersadia menarina validasi otomatis Tolak dar sistem |-MUT apabila dnyatakan tidek
tersecia formasi pada jphatan saal mi dan fujusn dikarenakan belem malakukan updatng
dain jabatan pada £ Layanan Parencanaan Kebutuhan ASN BKM oleh OPD asal dan
OPD lupsan sara kabarangan validas olak ainnys dan sistem [-MUT!

6 Bersedia manedma hesil verfikasi dan valdesl dan BKD Provinsl Jewa Tengan dan SN
apabila usulan dinyatakan tdak mamenuhi syarat sasual katantuan yang bedtaku;

V. Bersadis untuk rmeembesioan pembinasn, pengawasan, dan dukungan yang diperiuksn guns
memestikan transisi yang tancar bagl PNS yvang bersangkutan di OPFD kami,

Demikian swral ini kami buai dengan sebenar-benamya unidk  dipergunakan
sabagaimana mesting,

KEPALA QOPD TUJUAN

({TTE}

Cigtrnn ine inlsh ditansdaia ngoen secasm slakirend menggunakon soribeal alsbimonit
wang dioctHen olsh Baln! Pesar Sectid asi Bekironk (ST Badan Sher dar Sandl Megera |BES5H].

CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA DARI OPD TUJUAN

UNTUK MUTASI ANTAR OPD

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS/BADAN., ...
NOMOR :
TANGGAL

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA UNTUK MUTASI ANTAR SATU OPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik

yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSN).

MNo Nama/NIP Pangkat/Gol | TMT Mutasi | Jabatan dan Jabatan dan Unit | Ketersediaan Ketersediaan MNomoaor,
terakhir Unit Kerja Asal | Kerja Tujuan formasi pada formasi pada Tanggal, dan
(Jabatan peta jabatan SIASN perihal  surat
danf/atau Unor) tujuan Perencanaan permohonan
BKN tujuan lolos butuh dari
OPD asal
1 2 3 4 5 =] 7 8 9
1. | Enrekang Budi Hikayat, S.Kom Penata 01-09 2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis Tersedia Tersedia
NIP. 19960820201990001 Mudal(lll/a) Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi Bidang
BKD Jateng Keterpaduan
Disperakim Prov.
Jateng
2. | Ahmed Khumiz, S.AP Penatal/(lll/c) | 01-08-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis Tersedia Tersedia
NIP. 19960820201920001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi | Bidang
BKD Jateng Keterpaduan
Disperakim Prov.
Jateng
dst
KEPALA OPD TUJUAN
{TTE}




TEMPLATE SURAT USUL DAN KESEDIAAN MELEPAS DARI OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR OPD

LAMPIRAMN IX

SURAT EDARAMN GUBERNUR JAWA TENGAH

NMOMOR : B00.1.3/572 TAHUN 2025

TANGGAL : 26 November 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERMAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
MEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA

TENGAH
LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS/BADAN....
CONTOH SURAT USUL MUTASI DAN KESEDIAAN MELEPAS DARI OPD ASAL NOMOR
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KEPADA GUBERNUR CONTOH LAMPIRAN SURAT USUL DARI OPD ASAL TANGGAL

UNTUK MUTASI ANTAR OPD KEPADA GUBERNUR

arsinal o NOMINATIF SURAT USUL DARI OPD ASAL UNTUK MUTAS! ANTAR OPD
o I No Nama/NIP PangkatiGol | TMT Mutasi | Jabatan dan Unit | Jabatan dan Unit Nomor, Tanggal, dan
Lampiran - 1 Bendel terakhir {Jﬂhataﬂ Kﬂﬂa-ﬁﬁﬂl Kﬂﬂlﬂ Tl.gll.laﬂ Perihal Surat pemyataan
Hal : Usul Mutasi PNS antar OPD dan kesediaan melepas danfatau Unor) ketersediaan formasi dan
periode kesediaan menerima dari
QOPD Tujuan
Yth. Gubernur Jawa Tengah 1 2 3 4 5 5] 7
c.q Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah 1. | Enrekang Budi Hikayat, S.Kom Penata 01-09 2022 Penelaah Teknis Panelaah Taknis Surat Pernyataan
NIP. 19960820201990001 Muda/{lllfa) Kebijakan pada Kebijakan pada Ketersediaan Formasi
Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan usulutasei PNS di Dinas/Badan Bidang Mutasi Bidang Keterpaduan | Mutasi Dan Kesediaan
..... sejumiah..... sebagaimana terlampir pada lampiran surat berikut. BKD Jateng Disperakim Prov. Menerima Untuk Mutasi
: A . Jateng Antar OPD nomar
Usul Mutasi antar OPD ini dilaksanakan dengan komitmen: ) 800.1.3/005 tanggal 05
1, Nama-nama terlampir dibawah ini Telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mutasi ke OPD November 2025 dari
lain sesuai kebutuhan organisasi; Kepala Disperakim Prov
1. Telah dinyatakan diterima oleh OPD Tujuan sesuai surat pemyataan ketersediaan formasi Jateng =
e HEmIR e AR TR PR I 2. | Ahmed Khumiz, S.AP Penatal(llic) | 01-09-2022 Penslaah Teknis | Penelaah Teknis Surat Pernyataan
2.Saya selaku Kepala .... telah menyatakan bersedia melepas PNS yang bersangkutan NIP. 19960820201990001 Kebijakan pada Kebijakan pada Ketersediaan Formasi
sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran surat ini untuk melaksanakan mutasi ke Bidang Mutasi E!dnng K_el:erpadum Mutasl_ Dan Kaﬁediaan_
Organisasi Perangkat Daerah lain sebagaimana tersebut pada lajur 6 (emam) di BKD .ateng Disperakim Frov. Menerima Untuk Mutasi
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan yang beriaku; Jateng Antar OPD nomor
3. Pindahnya PNS ini adalah bagian dari proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan 800.1.3/005 tanggal 05
organisasi di OPD tujuan, dan kami tidak akan mengajukan keberatan terkait dengan November 2025 dari
prosesutasei yang bersangkutan. Kepala Disperakim Prov.
4, Semua dokumen dan informasi terkait PNS terlampir dibawah ini telah disampaikan dan Jateng

diverifikasi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian sural ini kami
sebagaimana mestinya.

buat dengan sebenar-benarnya uniuk dipergunakan

KEPALA OPD ASAL

{TTE}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sedtifikal elekironik
yang diterbitkan cleh Balal Besar Sertifikasi Elektronik (BSeE}, Badan Siber dan Sand Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balal Basar Sertifikasi Elekironik (BErE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




LAMPIRAN X

SURAT EDMRAN GLEERMUR JAWWE TEMGAH
ROMOR (E00.FETE TAHUN 2025
TANCEAL 1 26 Movember HI25

TEMTAMG FETLMIUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERMNAL
DAM ANTAR OCRGANISASI PERANGHAT DAERAH PEGANWAI
HEGER| SIPIL D1 LIWGEURGAN PEMERINTAH PROWVINS JAWA
TEMGEAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK MUTAS! INTERNAL OPD
KURANG DARI 2 (DA} TAHUN

{KOP SLIRATY

SURAT PERNYATAAM TANGEUNG JAWAB MUTLAK
M -

ang beranda tengan dibawah inl |
Mama [

Fangkst Bolongan
HIP
«Jabatan

Menyatakan dengan sasungguhnya babwa
1. Mangajukan mutasi kategor mudasi kurang dard 2 [dua) tahun infemal OPD unluk nama-nama PRHE
sabagarmana Sesebul pada lajur,. . Bropiran sural of
2. Usul mutesiini dilakukan dengan alasen yang mendesak dan berdasarkan pedimbangan khusus dan
gﬁ;;‘dﬂar hehiiluhan organisas yang Giak dapal diunca, yakni @ (sesual dengan alasan mulagi
il
B ..
AR
Fami barlanggung [ewab sapenunnys aiss peisksansan mutasl PMS yang bersangsutan sabelum
masa kera 2 dua) lahun pada TMT jabatan den'ataw wit kerja terakhic, dan kaml slap menedma
konsakwans! sens rsiks yang timbul dan Keputusanin.
Surat pemystesn ni menjadi desar persetujean usul mutssl kovang dad 2 (Dua) tahun dan Bagak
Gubamur Jawa Tengah salaku Pejabat Pembina Kepsgawaizn kepada BHN;
Kami meryatakan bahwa mutasi ini Sdak akan mengganggu atau marugikan prosas kKinerja PNS yang
hersangkitan dan lidak mengganggu kinefa arganisasi, dan kami akan malakiukan pandampingan
agar iransisi harjalan dangan lancar sesual dangan kabutuhan arganisas,

Damikian Surat Permyataan inl kami buat dengan sebanar-banamya uniuk dizargunakan sebagaimana
mestinya,

KEFPALA OFD PEMGLESUL (ASAL}
TTONTTE

{Materai Rp. 10.000)

Dolumen ind iofah dfandmangan sacara slekaron B ma Rgprenokon et alsknank
wang Sherbikan ool Balyl Beags Seriikascl Elkiren (3ErE|, Bedan Sbor dan Sendi Megana (BESML

TEMPLATE SPTIJM KEPALA OPD PENGUSUL UNTUK MUTASI INTERNAL KURANG DARI 2 TAHUN

CONTOH LAMPIRAN NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI INTERNAL OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

LAMPIRAN

SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK
MUTASI INTERNAL OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

NOMOR
TANGGAL

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK MUTASI INTERNAL OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

MNo Nama/NIP Pangkat/Gol | TMT Mutasi | Jabatan dan Jabatan dan Unit
terakhir Unit Kerja Asal | Kerja Tujuan
(Jabatan
dan/atau Unor)
1 2 3 4 5 B
1. | Enrekang Budi Hikayat, S.Kom Penata 01-09 2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIF. 19960820201990001 Muda/(l1l/a) Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi Bidang PKP BKD
BKD Jateng Jateng
2. | Ahmed Khumiz, S.AP Penata/(lll/c) | 01-09-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIP. 19960820201990001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi Bidang PKP BKD
BKD Jateng Jateng
3. | Windy Febriani, 5.Psi.,Psi Penata/ (lll/c) | 01-08-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIP. 19960820201990001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang PKP Bidang Mutasi
BKD Jateng BKD Jateng
KEPALA OPD PENGUSUL (ASAL)
TTD/TTE

(Materai Rp. 10.000)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balai Basar Sertifikasi Eiekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




LAMPIRAN X TEMPLATE SPTIM KEPALA OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR
SURAT EDWRAN GLIBERNUR JAWA TERGAH

MDA 1 BO0. 1572 TAHUM 2025

O 8007 3572 Thk) OPD KURANG DARI 2 TAHUN
TENTANG PETUMJIUK TEXNIS PELAKSAMAAN MUTAS| INTERMAL

DN ANTAR DRGANISASI PERANGEAT DAERAH PEGAWAI

MEGERI S4PIL N LINGEUNGAN PEMERIMTAH PROVINS] JAMA

TENGAH
LAMPIRAN
COMTOH SURAT PERNYATAAN TANGGEUNG JANWAB MUTLAK SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI OPD
LINTUK MUTAS! ANTAR OPD HURANG DARI 7 (DLA) TAHLIN DARI OPD ASAL ASAL UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN
NOMOR
{KOP SURAT} TANGGAL
s lle il it CONTOH LAMPIRAN NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD ASAL
Vang barianda tangan dibsash ini
N:r:!;a E”- I NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI OPD ASAL
Pangkat Golongan | UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN
NP !
Jabaian : No Nama/NIP Pangkat/Gol | TMT  Mutasi | Jabatan dan Unit | Jabatan dan Unit | Alasan dan _
PR Cooti sasungguAnys batwa | :;'ﬁ:cal'g jﬁmn Kerja Asal Kerja Tujuan nU;mm menyetujui
1. Mengajukan mutas! kategor mutasl kurang darl 2 (dwa) tahun antar QPD untuk nema-nama PHNS 1 5 3 2 3 g 7
tarsebul lajur... lamplran surat |

2, mnﬁ-,imﬂ ,mﬁ;:J; mmmﬁ 5.-:2“ mmmm bardasarkan pertimbangan khusus dan 1. | Enrekang Budi Hikayat, S.Kom Penata 01-08 2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis Mendampingi anak

otos daser kebutuhan organisesi yang tidak dapat ditunda, yokni - (sesuai dengan alesan mulnsi NIP. 18960820201990001 Muda/(lll/a) Eﬁmﬁiakﬂ pada Eebijakan pada yang harus

PNS) ang Mutasi eterpaduan perawatan sakit

B i BKD Jateng Disperakim Prov
s R Jateng
4 ﬂm":rrl hu‘l.nll:h_uﬂuﬁn i Satariia e FaARATEAR PNS yang barsanghutan 2. | Ahmed Khumiz, S.AP Penataf{lll/c) | 01-08-2022 Penﬁlaah Teknis Pﬂn_e_:laah Teknis Ybs Imam_enuhi
' masa kedjo 2 (G} tabu pads TWI jsbatons danisieu unit ke torae, o ko o mrine NIP. 19960820201990001 Eﬁgﬁgﬂuﬁa Emﬁﬁda t:ﬁmﬁg:_l ——

Wonsakuen yang im ri kapuluzan . ;
4. Sured pemyataan ini menadi deses perestujusn usul mutas! kurang dead 2 (dua) tahun dani Bapak BKD Jateng Disperakim Prov yang sangat

Gubemur Jawa Tangah selaky Pejabat Pembina Kepegawaian kepata BKN; Jateng gglﬁmf;nﬂ'e"
& Kami menyatekan batva mutass ni lidek akan mengganggu atau menugikan proses kinedga PHE yang

bersangkutan dan tidak mengpangou Kinara crganisasi, dan kami akan melakukan pendampngan 3. | Windy Febriani, 5.Psi..Psi Penata/ (llifc) | 01-09-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis Mendekatkan

agar transisl barg@Elan dengan lancar sedual dengan kebituhan onganisas). NIP. 19960820201990001 Kebijakan pada Kebijakan pada dengan rumah
6. Sursl pamystasn lenggung jawab mutiak dan OFD ssal dan Tupuan menjadi dasar perselujuan usul Bidang PKF BKD | Keterpaduan sakit tempat

maitas kurang darl 2 (duea) tehun dad Bapak Oubamur Jewa Tengah selaku Pejabat Pambina Jateng Disperakim Prov program hamil

Kapegawaian kepada BEMN: Jateng

dst
Demikian Swat Pemyataan ini kpemi bisad dengan sebenar-benarmya untuk dipergunakan sabagaimana
masting,
KEPALA OPD ASAL
TTDITTE
ot (Materai Rp. 10.000)
TIDTTE

{Matsral Rp. 10-000)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik
yang dilerbitikan oleh Balal Besar Sertifikas| Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSN).

Dotumen mi mah dilandsng anl eecara sskaronk mengguram ssifi geshmok
yen g oferhilhan oieh Balal Besar Sedifias Bekion k M8E), Badee Steat dan Sendi Hegara [EESSN|




LAKPIRAMN X

SURAT EDMRAN GUBERNUR JAWS TEMGAH

HUOR P 800115672 TAHUN 2025

TAMGGEAL 1 26 Movernbar 2025

TEMTANG PETUNJUK TEXKNIS FELARSANAAN MUTAS] INTERMAL
Dan ANTAR ORGANISAS] PERANGKAT DAERAM PEGAUWAI
MEGERI SIFIL DI LINGHUNGAN FEMERINTAH PROVINSG JaWA
TEMGAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TAMGGUNG JAYWAB MUTLAK
LINTUK MUTAS] DALAM ANTAR OPD KURANG DARIE 2 [DUA) TAHUN DARI OPD TUIUAN

{KOP SURAT}
SURAT PERNYATAAN TANGGUMG JAYWAE MUTLAK
Womor ;
Yang barlanda tangan dibawah i -
Harma :
Fang=at Golongan
HIP
Jabatan

Manyatakan dengan sesungguhnya babwa
1. Menerima & OPD karmi dengan masa kerja pada TMT jabatan berakhic befurn mencagai 2 {dua) ahun.
DFD unbuk nama-nama PHS setagemana tersebut pada lajur.... Emmpilran surst inl;

2 Usail Mutask i diterima dengan pertimbangan

- T

- A

£ i
3 Kamé baranggung jawab sepanuhnym atas pelexsanaan mulssl PMNS yang bersangkutan sabsiom
masa karg 2 [dui) hun pada TMT jabatan danfatau uni kera bamkhir
4. Mami selaky Kepala OPD Tujuan siag menarima seqaia korseksens! yang sl akibal kepubsan
mutasl ini dan skan memasiiken bahwa PHNE yang bersangsudan tatap membernikan kontrbusl yang
optimal bagl organisas:.
Kame bedenggung pwab atos kelancamn penempatan dan adapiasi PNS yang bersangsutam di
limglkungan OPD kami dan akan mendakungnys detam menjalenkan bigas sesdal dengan kompelensd
yardg dimiliki.
Samat pa gung jawat mutlek dan 0PD asal dan Tujuan menjadi dazar persetugan usul
mulasi kurang dar 2 (dua) ahen dan Bapak Guberrur Jewa Tenpah selaky Pejabal Pembina
Hepegawalan kepada BEM;

Diemician Surat Peenyataan inl kaml buat dengan sebanar-banarnya wntuk dipargunakan sabagamana
mestinya.
KEPALS OPD TURMMN

TTODVTTE
(Materal Rg. 13.000%

[Cobumen ini iplah diandatongan sooard choharanls menggusaron SorThkal shkdmnk
'yang oot | ian nieh (Balai Bocar Soritias) Boxionk (BSIE), Badan Sihor dan Eandl Nega |BES5H)

TEMPLATE SPTIM KEPALA OPD TUJUAN UNTUK MUTASI ANTAR

OPD KURANG DARI 2 TAHUN

LAMPIRAN

SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI OPD
TUJUAN UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

NOMOR
TANGGAL

CONTOH LAMPIRAN NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI DALAM ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD TUJUAN

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD TUJUAN

Mo Nama/NIP Pangkat/Gol TMT Mutasi | Jabatan dan Unit | Jabatan dan Unit Alasan dan
terakhir (Jabatan | Kerja Asal Kerja Tujuan Urgensi menerima
dan/atau Unor) mutasi

1 2 3 4 5 5] 7

1. | Enrekang Budi Hikayat, S.Kom Penata 01-08 2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis

NIP. 19960820201990001 Muda/(lll/a) Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi Keterpaduan
BKD Jateng Disperakim Prov
Jateng
2. | Ahmed Khumiz, S.AP Penata/{lllfc) | 01-09-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIP. 19960820201990001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang Mutasi Keterpaduan
BKD Jateng Disperakim Prov
Jateng
3. | Windy Febriani, 5.Psi.,Psi Fenata/ (lllflc) | 01-09-2022 Penelaah Teknis | Penelaah Teknis
NIP. 19960820201990001 Kebijakan pada | Kebijakan pada
Bidang PKP BKD | Keterpaduan
Jateng Disperakim Prov
Jateng
dst
KEPALA OPD TUJUAN
TTDITTE

(Materai Rp. 10.000)

Crokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikas| Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSN).
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Ketentuan Format Nodin Kalj;ian
Urgensi Mutasi Kurang 2 tahun dari

OPD Pengusul

Format nodin, dibebaskan, yang terpenting memuat urgensi, alasan
objektif, analisis keseluruhan, dan penjelasan terkait usul mutasi
kurang dari 2 tahun ang diusulkan.




ll. Asesmen Kenaikan Kelas
Jabatan Pelaksana

Tahapan asesmen yang dilakukan BKD sebagai bagian dari
akuisisi talenta internal untuk menentukan pegawai yang
layak menduduki kelas jabatan pelaksana yang lebih tinggi,

CAT Potensi

TEST |

Wawancara peserta dengan User
OPD




Persyaratan ikut Asesmen
Kenaikan Kelas Jabatan
Pelaksana 2. Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana PN nternal OPD dan Anar OPD

A_ Persyaratan Administrasi :

1) Surat usul asesmen yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD Pengusul fasal
(dapat berbentuk nominatif kolektif},

2) Surat penunjukan supervisi/pejabat penilai pada sesi tafent growth interview dengan PNS yang
melaksanakan assessment yang ditandatangani oleh Kepala OPD asal {(untuk internal QPD)
atau tujuan (khusus untuk antar OPDY);

3) Bagi PNS yang telah selesai menjalani Hukuman disiplin dan telah melewati masa evaluasl 1
(satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun dalam jabatan hukuman disiplin, tidak dapat diusulkan
mutasi naik kelas antar OPD;

4) Surat Pemyataan Ketersediaan Formasl dan Kesediaan Menerima Pada Jabatan/Uner OPD
tujuan Yang ditandatangani Secara Elektronik Oleh Kepala OPD Tujuan kepada Kepala OPD
asal (dapat berbentuk nominatif) khusus untuk asesmen naik kelas antar OPD;

5) Telah melaksanakan tugas selama paling sedikit 2 {dua) tahun pada unit organisasi dan jabatan
terakhir berdasarkan Riwayat mutasi pada SIASN BKN dikecualikan untuk PNS yang akan
diusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dan/atau atas persetujuan Gubernur sesual
ketentuan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun;

) Setiap unsur evaluasi penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai
‘Baik”;

7) Twdak sedang menjalani Tugas Belajar;

8) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
selama periode usul mutasi berjalan dan temuan darl APIP;

9) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;

Dakurnen ini lelah ditandatangani secara elekironik menggunakan serfifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Sedifikas! Elekironik (BS5-E), Badan Sioer dan Sandl Negara (B55ML

10) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
11) Surat Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah khusus bagi PNS yang diusulkan
asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana sebagai syarat KPPL




ALUR USUL DAN

PELAKSANAAN

Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana Internal OPD

PNS Peserta asesmen Kepala OPD mengusulkan BKD melakukan BKD menyampaikan pengumuman

OPD dapat mengusulkan
mutasi naik kelas PNS
yang dinyatakan lulus,

sesuai ketentuan mutasi

INTERNAL OPD

PNS yang akan asesmen Verval pelaksanaan asesmen periode berjalan dan
lengkap dengan persyaratan peserta memenuhi syarat kepada OPD
pengusul ;

o [
CERTIFICATE

\E

Sertifikat Kelulusan Pengumuman
terbit (berlaku 2 Kelulusan
ta.lhun.sejak Rapat penentuan kelulusan Peserta melaksan.akan. tes:
diterbitkan) oleh Tim Panitia BKD 1. Wawancara Kikom;

2.Talent Growth Interview/wawancara
Peserta dengan calon user;

3.CAT Potensi (bagi yang belum memiliki
riwayat CAT)



ALUR USUL DAN
PELAKSANAAN

Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana Antar OPD

PNS Mengajukan Kepala OPD asal Kepala SFKD TUJua? Kepala OPD asal
Mutasi mengajukan surat « mendgr ' fan surgd mengusulkan usul
permohonan kesediaan . etsrse laan formasi dan asesmen naik kelas
menerima kepada OPD ésediaan menerima mutasi antar OPD bersama Verval
Tujuan naik kelas PNS antar OPD dan

Surat Penunjukan supervisi berkas kelengkapan

talent Growth (SURAT
Kesediaan menerima didapat

didepan pada saat usul

asesmen dari OPD asal)

o o
CERTIFICATE

oy

Sertifikat Kelulusan Pengumuman
terbit (berlaku 2 Kelulusan
tahun sejak
diterbitkan)

OPD dapat
mengusulkan mutasi
Nnaik kelas PNS yang

dinyatakan lulus,
sesual ketentuan
mutasi ANTAR OPD

Rapat penentuan kelulusan
oleh Tim Panitia BKD

BKD menyampaikan pengumuman
pelaksanaan asesmen periode berjalan dan
peserta memenuhisyarat kepada OPD
pengusul ;

Peserta melaksanakan tes:
1. Wawancara Kikom;
2.Talent Growth Interview/wawancara
Peserta dengan calon user;
3.CAT Potensi (bagi yang belum memiliki
riwayat CAT)




lll. Pengangkatan Dalam
Jabatan Pelaksana pNS

Pengangkatan Jabatan Pelaksana PNS bagi
PNS yang:
1. Hasil Mutasi Masuk dari Instansi Luar
Pemprov. Jateng;
2.Kembali dari CLTN;
3.CPNS yang telah diangkat menjadi PNS

SO

Notes : Tidak ada Periodesasi, bisa diusulkan setiap saat, dan tepat waktu o




—

PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA
HASIL MUTASI MASUK PEMPROV
JATENG

— —— — —— — — — —

Tengah; I

A. Persyaratan Administrasi : |

1) Surat usul dari OPD pengusul kepada BKD; |

2) SPMT melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; |

3) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penempatan PNS; :

4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi |
berjalan;

5) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama :

usul pengangkatan; |

6) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ; I

7) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; |

8) Surat Keputusan mutasi dari Gubernur/Kepala BKN/Mendagri. :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

B. Tahapan:

1) OPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan pelaksana kepada BKD setelah
SPMT mulai bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbit;

2) Tim verifikator BKD melakukan verifikasi dan validasi usulan;

3) BKD mengusulkan usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana melalui aplikasi I-MUT;

4) Proses validasi otomatis aplikasi I-MUT;

5) Usulan yang telah divalidasi secara otomatis, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
Pyb;

o,
®

L
|
6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT; :
7) Gubernur memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
8) Usulan diterima oleh BKN; I
9) Kepala BKN memberikan persetujuan/rekomendasi teknis atas usul pengangkatan dalam I
jabatan pelaksana dari Gubernur; |
10) Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKN; I
11) Surat Keputusan pengangkatan disampaikan kepada OPD pengusul melalui platform digital I
khusus yang dikelola oleh BKD. I




PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA
SETELAH MENJALANI CLTN

3.2 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana PNS setelah menjalani Cuti di Luar Tanggungan
Negara;
A. Persyaratan Administrasi :
1) Berstatus PNS aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2) Surat Keputusan Pengaktifan kembali sebagai PNS paska Cuti di Luar Tanggungan Negara;
3) Surat usul dari OPD pengusul kepada BKD;
4) SPMT Bertugas kembali di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi
berjalan;
6) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama
usul pengangkatan;
7) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;
8) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Tahapan :
1) OPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan pelaksana kepada BKD setelah
Surat Keputusan pengaktifan kembali PNS dari CLTN terbit;
2) Tim verifikator BKD melakukan verifikasi dan validasi usulan;
3) BKD mengusulkan usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana melalui aplikasi I-MUT;
4) Proses validasi otomatis aplikasi I-MUT;
5) Usulan yang telah divalidasi secara otomatis, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
Pyb;
6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
7) Gubernur memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
8) Usulan diterima oleh BKN;
9) Kepala BKN memberikan persetujuan/rekomendasi teknis atas usul pengangkatan dalam
jabatan pelaksana dari Gubernur;
10) Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKN;
11) Surat Keputusan pengangkatan disampaikan kepada OPD pengusul melalui platform digital
khusus yang dikelola oleh BKD.




PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA
CPNS YANG DIANGKAT PNS

3.3 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana untuk CPNS yang telah diangkat menjadi PNS.
A. Persyaratan Administrasi :
1) Berstatus PNS aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dari Gubernur selaku PPK;
3) Surat usul dari OPD pengusul kepada BKD;
4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi
berjalan;
5) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama
usul pengangkatan;
6) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;
7) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
B. Tahapan :
1) OPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan pelaksana kepada BKD setelah
Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS terbit;
. __ 2) Tim verifikator BKD melakukan verifikasi dan validasi usulan; | __ __ __ __ __ __ __ __ 1

3) BKD mengusulkan usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana melalui aplikasi I-MUT;
4) Proses validasi otomatis aplikasi I-MUT;
5) Usulan yang telah divalidasi secara otomatis, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
Pyb;
6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
7) Gubernur memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
8) Usulan diterima oleh BKN;
9) Kepala BKN memberikan persetujuan/rekomendasi teknis atas usul pengangkatan dalam
jabatan pelaksana dari Gubernur;
10) Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKN;
11) Surat Keputusan pengangkatan disampaikan kepada OPD pengusul melalui platform digital
khusus yang dikelola oleh BKD. |

IS IS IS S I e e sl
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TEMTARNG FETUNJUK TERMNIG PELAKSAMAAN MUTAS] INTERMAL

DAN AMTAR

DRGANIZASI PERANGHAT DAERAH PEGAWAI

MEGERI SIFL 01 LINGELINGAN PEMERINTAH PROVINGD JAWA
TEMGAH

JADWAL FERIDDESASI USUL MUTASI INTERNAL OFD DAN ANTAR OFD
[ LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVING! JAWA TENGAH

PERIODE USULAN MUTAS| SEMESTER |
.| Hegalan Tanggsl Katarangan
1. | Usul Mitasi kalegen - 01 Janwan =.d 18 Jaruari di 1. Dimksanakan topat wakty dangan kelongkepan berkas sosuai vang

al  imemal & amtar OPD meguler, mutasi
kurang dan # {dua) lehun;

b mutasi hasi luus asesmen kenpikan
kelns jabaten pelakeana dari OFD
kepada BKD,

) Muasi datam rangks foor of Suly dan
Texir & Aress.

| Hepaca BKD melalul plasorn/splisi digial
| khusus usul roubssi

setiap lalummya

&

4.

(=118

ciparsyarat
Berkas yang diusulkan menepaken berkas nal;
1, Tidak ade sjuan berkas susulon alau podaikan selema proses

percde mutas baratan;
Mulesi fdak dipedeerankan

kibabtkn panunnan  kelas

jabatan, keuali diarenakan bukurman disiplin yang mangakisatan

penLruran abatan

2 ;Hmnw-dm\'ﬁll berkas oien BRI

16 Janzan 5.4 31 Januari di
l#huniaya

satiag

aiaud rarcana MUERE wapada T
| Penial Kinarns PHS Proving J

4. | Peryarpaian hask pefimbangan Tim Perdal
| Hinetja PhS kepada Guberpur untuk mendapal

| persebujusr usul muless

Fabruswi 5.6 Mare! di Sebap
tafrinnya

B | Proses input esulan don variikesl olomatis pede

ikasi |-MUT BKN cleh BKD

1 April 5.0 30 April di setiap

n Rekomantas BKN

T_ | Penelspan 5K rulss

lakw
Eﬁﬂdlnﬂwm

B | Pengembaian barkas yang tidak mamanunl
syamEt kepada OPD

Hulan Jurs di satiap tabunrga

Isulan yang tidak mamanun syarat capet diusuken Kembel paoa perate
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Ketentuan lain-lain sesuai SE

Usulan mutasi dan asesmen yang belum terproses agar
VI. Ketentuan Lain

1. Usulan mutasi yang telah diajukan OPD sebelum berlakunya Surat Edaran ini, namun belum Diusulkan Kemba“! sesuai Periode Mutasi dan usul asesmen

diproses atau belum mendapatkan pengembalian dari BKD, wajib diajukan kembali sesuai Terhitung mulai 1 Januari 2026
ketentuan dalam Surat Edaran ini;

2. Apabila terdapat perubahan kebljakan dari Pemerintah Pusat yang memengaruhi proses bisnis
layanan mutasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyesuaikan ketentuan dalam Surat
Edaran ini. Seluruh perubahan akan diinformasikan secara resml kepada OPD melalui BKD
Provinsi Jawa Tengah;

3. Usulan mutasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan intemnal yang berlaku di masing-masing

OPD;

4. Mutasi internal dan antar OPD pada prinsipnya dapat diusulkan setelah PNS menjalani masa kerja . _

Jabatan dan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak TMT mutasi 11. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh verifikator BKD atau BKN akan dikembalikan
m":" dﬁ;%;:?:&g’:‘:afza xﬁéﬁﬁmﬂégag‘"ssglseg:g ;‘i‘_’s""‘a" Imaas) kepada OPD dan dapat diajukan kembali pada periode mutasi berikutnya;

5. Khusugs bagi PNS hasil tes mutasi ?ngasuk kb Daniavintak p,pwinsi Jawa Tengah, usulan mutasi 12. PNS yang diusulkan mengikuti asesmen dan mutasi kenaikan kelas jabatan pelaksana, wajib
antar OPD hanya diperkenankan setelah 5 (lima) tahun masa kerja pada unit penempatan pertama. memiliki masa kerja TMT Riwayat mutasi terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun , dikecualikan bagi
Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila terdapat kebutuhan organisasi dan atas persetujuan PNS yang sedang berproses Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah (KPPIl) dan/atau atas
Gubemur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian; persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun.

6. BKD Provinsi Jawa Tengah dapat meminta persyaratan tambahan apabila terdapat perubahan
kebijakan dari Gubermur maupun Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan mutasi kepegawaian;

7. Setiap PNS yang diusulkan mutasi wajib mengikuti seluruh tahapan dan memenuhi ketentuan
dalam Surat Edaran ini, Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk menjamin integritas
proses mutasi;

8. Mulai Januari 2026, BKD Provinsi Jawa Tengah tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan Mutasi
dalam bentuk fisik. Surat Keputusan Mutasi diterbitkan secara digital dan ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang sah;

9, Apabila diperlukan, Perangkat Daerah atau PNS dapat mencetak mandiri Surat Keputusan Mutasi,
menggunakan kertas concorde putih ukuran A4 minimal 80 gram, dengan pencetakan warna agar
dokumen tetap jelas dan terbaca.

10. Berkas usulan dari OPD yang dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah merupakan usulan yang
bersifat final, dan tidak diperkenankan untuk menyusuli kekurangan dan/atau mengubah berkas
yang diusulkan selama periode usul mutasi berjalan;




Penutup

VIl. Penutup
Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
824.0/2028 tanggal 14 September 2023 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan diharapkan menjadi pedoman yang
jelas bagi seluruh Kepala OPD dalam melaksanakan mutasi PNS secara terencana, objektif, dan
sesuai ketentuan.

Pelaksanaan mutasi PNS agar dilakukan dengan tertib, tepat waktu, transparan, dan penuh tanggung
jawab demi mendukung peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan
mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penjelasan terkait mekanisme Penginputan pada Platform digital Khusus
usul mutasi internal dan antar OPD akan diberitahukan lebih lanjut
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